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RINGKASAN 

Tanah terlantar di Indonesia keberadaannya sangat tidak optimal dan 

tersebar di seluruh daerah Indonesia. Walaupun ada peraturan yang mengatur 

tentang tanah terlantar namun keberadaan tanah terlantar belum bisa di tangani 

secara maksimal oleh Kementerian  Agraria dan Tata Ruang RI. Di pulau jawa 

sendiri yang menyumbang jumlah tanah terlantar terbesar ada di beberpa 

kabupaten salah satunya adalah di kabupaten Jember. Tanah menjadi sumber 

daya penting yang harus  dioptimalkan keberadaannya karena merupakan salah 

satu tujuan Negara yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 

(empat) yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia, perlu 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, dan dinamis. Oleh 

karena itu, Upaya untuk optimalsisasi keberadaan tanah tersebut tampaknya 

belum terlaksana dengan baik, mengingat masih banyak tanah terlantar di 

Indonesia. Rumusan masalah yang penulis angkat apa kewenangan kantor 

pertanahan dalam penanganan tanah terlantar di Kabupaten Jember, apa saja 

kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam 

penanganan tanah terlantar. Tujuan mengkaji permasalahan tersebut meliputi 

tujuan umum, dan tujuan khusus  

, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian terhadap suatu hal 

tentunya memerukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. 

Pengertian mengenai kewenangan, hak-hak atas tanah, tanah terlantar, 

kebijakan. 

Pembahasan dari skripsi ini kewenangan Badan Pertanahan Nasional 

dalam penanganan tanah terlantar yaitu adalah melakukan inventarisasi, 

indentifikasi, dan penetapan tanah terlantar. Kewenanganan tersebut telah 

memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dan 

kendala yang di hadapi oleh BPN Jember menurut Kasupsi Pengendalian 

Tanah Achmad Faudzi S.sos, yaitu terkait kewenangan untuk menetapkan 

indicator tanah terlantor ke tanah milik pemerintah dareah dan perusahaan 

BUMN. 

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Bentuk kewenangan 

Badan  Pertanahan Nasional dalam menangani masalah tanah terlantar yaitu: 

inventarisasi dan menetapkan tanah terlantar. Proses inventarisasi sendiri 

meliputi : verifikasi terhadap data fisik dan data yuridis; mengecek buku tanah, 

warkah, dan dokumen lainnya; meminta keterangan pemegang hak dan pihak 

lain yang terkait; mengidentifikasi posisi dan batas pemanfatan dan 

penggunaan tanah dengan menggunakan GPS handheld yang dilakukan di 

lapangan; melaksanakan ploting batas pemanfaatan dan penggunaan tanah 

hasil angka 4 (empat) beserta posisinya; menyusun laporan dengan sistematika 

terkait hasil dari proses identifikasi dan proses penelitian. Proses selanjutnya 

adalah penetapan tanah terlantar. Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk 

Panitia C untuk menindaklanjuti persiapan tersebut. Jika hasil dari proses 
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identifikasi dan penelitian Panitia C (Berita Acara Panitia C) menunjukkan 

tanda-tanda tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah BPN 

memberitahukan dan memperingatkan kepada pemegang hak untuk 

mengusahakan dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya sesuai dengan 

tujuan serta kondisi dari pemberian hak dan dasar penguasaannya dalam 3 

(tiga) kali surat peringatan yang antar terbit surat peringatan I, II, dan III 

berjeda waktu masing-masing 1(satu) bulan lamanya. . Apabila pemegang hak 

tetap tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian 

haknya atau tidak mematuhi peringatan, maka Kepala Kantor Wilayah BPN 

mengusulkan kepada Kepala BPN RI untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. 

Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menangani 

permasalahan tanah terlantar yaitu: terkait kewenangan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember dalam penyelidikan tanah terindikasi terlantar. Sementara 

ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk 

menetapkan indikator tanah terlantar terhadap perseorangan dan badan hukum 

non pemerintah. Sedangkan untuk badan hukum pemerintah kantor pertanahan 

belum tegas dalam melakukan penganaganan , Kantorte Pertanahan Kabupaten 

Jember mempunyai kewenangan menetapkan indikator tanah terlantar namun 

dikarenakan otonomi  kelembagaan itu sendiri yang merrasa bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jember terlalu mencampuri urusan pemerintahan. 

Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat bersinergi dengan Pemda 

ataupun perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka tanah yang 

diindikasikan terlantar sangat banyak dan harus ditangani secara bertahap oleh 

BPN. Nantinya keberadaan tanah yang diindikasi terlantar bisa diatasi dengan 

baik sehingga bisa digunakan oleh Pemda maupun perusahaan BUMN sesuai 

dengan pemanfaatannya. 

Saran dari penulis Hendaknya pemerintah kabupaten jember lebih 

bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk mengatasi 

permasalahan tanah terlantar agar penataan ruang di Kabupaten Jember bisa 

terkendali dan tertib; Hendaknya pemerintah kabupaten jember lebih bersinergi 

dengan kantor pertanahan; Hendaknya kantor pertanahan Kabupaten Jember 

dapat lebih tegas dan berani dalam mengidikasikan tanah terlantar yang hak 

atas tanahnya dimiliki oleh pemda dan/ atau BUMN; Hendaknya para calon 

pemegang hak atas tanah lebih bersinergi dengan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember tentang masterplan yang akan dilaksanakan diatas tanah 

tersebut agar dalam pemanfaatan tanah yang telah diberi kan haknya tersebut 

berjalan dengan sebagaimana mestinya; Hendaknya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait pemberian 

hak atas suatu lahan tanah di wilayah desa maupun kota untuk mempermudah 

program reforma agrarian dan mencegah terjadinya penyelewangan 

penggunaan ha katas tanah; Hendaknya para pemegang hak atas tanah sadar 

untuk memanfaatkan tanah yang sudah diberikan hak sesuai dengan fungsi 

tanah tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pancasila sebagai grundnorm Negara Republik Indonesia mengamanahkan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan tujuan nasional 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) 

alinea keempat bahwa pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian0abadi, dan keadilan sosial. 

Pemerintah sebagai instrument negara dengan ini mengemban tugas untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat 

tidak cukup dimaknai dengan terpenuhinya isi perut, melainkan juga yang 

berkaitan dengan segala kebutuhan hidup seperti tempat tinggal dan akses 

kehidupan. Rakyat yang merupakan makhluk hidup tentu perlu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan jangka 

panjang. Adapun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat 

mengoptimalkan segala yang ada di wilayah Indonesia selama itu ditujukan untuk 

kepentingan umum dan tidak melanggar tata tertib maupun norma-norma.  

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. Mochammad Hatta memberikan cakupan pengertian 

dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut
2
: 

1. Penguasaan oleh negara, artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-

satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, 

termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; 

                                                             
2Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: 

Mandar Maju, 1995. hlm. 12. 
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3. Penyertaan0modal0dan0dalam bentuk perusahaan0negara untuk usaha-

usaha tertentu. 

Cabang-cabang produksi yang dimaksud tidak terlepas pada sumber daya 

alam yang dapat dihasilkan dari bumi Indonesia, seperti air, tanah, maupun hasil 

tambang. Optimalisasi oleh pemerintah terhadap sumber daya tersebut merupakan 

bentuk penguasaan dan tanggung jawab negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran0rakyat. Ketentuan-ketentuan tersebut mengisyaratkan pada 

pemerintah selaku penggerak roda pembangunan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan 

keberadaan sumber daya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah tanah  

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi mahluk hidup di atasnya 

termasuk manusia, hal ini dikarenakan kehidupan manusia sama sekali tidak dapat 

dijauhkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah (bermukim) dan memperoleh 

bahan pangan untuk hidup dengan cara memperdayagunakan tanah. Manusia akan 

hidup bahagia dan serba kecukupan apabila mereka dapat menggunakan tanah 

yang dimilikinya sesuai dengan hokum alam yang berlaku, dan manusia akan 

dapat hidup tenteram dan damai jika mereka dapat menggunakan hak-hak dan 

kewajiban sesuai dengan batas-batas yang ada dalam hokum yang berlaku untuk 

mengatur kehidupan manusia yang hidup di dalam masyarakat.  

Tanahomemilikiohukumnyaosendirioyaitu keberadaannya yang tidak 

dapat ditambah, namunosebaliknyaokebutuhanoatas tanahoselalu meningkat 

seiringodengan jumlahopenduduk. Tersedianyaotanahomerupakanokebutuhan 

yang sangatopenting. Olehokarenanyaotanahomerupakanosatuomodalodasar yang 

strategisobagionegaraodanojugaobagi individu. Hal iniountukomenopang tujuan 

nasional sesuaioyang termaksudodalam pembukaanoUUDoNRI 1945oyaitu 

memajukanokesejahteraanoumum, sehinggaoakanoterwujudosuatuomasyarakat 

yangoadilodanomakmurobaikodalam materiilomaupun spiritual. Keadilanodan 

kemakmuranotersebutomerupakanobentukokedaulatanorakyat dalam kehidupan 

berbangsaodanobernegaraoyangotertib, aman, dan dinamisountukomewujudkan 
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kesejahteraanoyangoadilodan merataobagiosegenaporakyat Indonesia. Oleh 

karenaoitu, tanah menjadiosumberodayaopentingoyangoharus dioptimalkan 

keberadaannya. Upayaountuk optimalsisasi keberadaanotanah tersebut tampaknya 

belumoterlaksana dengan baik, mengingatomasih banyak tanah terlantar di 

Indonesia.  

Walaupun ada peraturan yang mengatur tentang penelantaran tanah, akan 

tetapi kegiatan penelantaran tanah ini masih sering terjadi di Indonesia. Menteri 

Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyampaikan bahwa masih 

terdapat 400.000 ha tanah di Indonesia yang terlantar dan tidak berfungsi dengan 

mestinya. Yang terbesar berada di luar pulau Jawa, untuk di pulau Jawa ada 

beberapa daerah dengan tanah terlantar terbesar seperti Cianjur, Sukabumi, dan 

Jember.
3
 Di Jember sendiri memiliki 72, 6717 ha tanah yang terindikasi terlantar 

pada tahun 2019. 

A.P. Parlindungan  menyatakan  bahwa tanah  terlantar  adalah  tanah  

yang  tidak  dipergunakan  secara  optimal  sesuai  dengan  kemampuan  tanah  

tersebut. Masalah tanah terlantar juga merupakan suatu hal yang sangat 

mengganggu dalam penguasaan dan upaya pengelolaan atas tanah. Tanah yang 

diberikan0dasar0penguasaan0haknya0telah berubah bentuk fisiknya akibat 

ditelantarkan0dalam waktu tertentu, sehingga haknya gugur dan tanah tersebut   

kembali0kepada penguasaan hak0ulayat masyarakat adat.
4
 Hal ini tentu 

berbanding terbalik dengan amanah Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa 

negara melalui pemerintah harus mengurus segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan hajat hidup orang banyak, termasuk tanah. 

Permasalahan di atas memerlukan solusi yang tepat dan akurat dari 

pemerintah sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 bahwa pemerintah 

memiliki kewenangan untuk menguasai segala sumber daya yang ada tak 

terkecuali tanah supaya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-

besarnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

                                                             
3https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3726272/ada-400-ribu-ha-tanah-

terlantar-di-ri (diakses pada 21 Juni 2018 pukul 14.30 WIB) 
4A.P.  Parlindungan, Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya, Bandung: 

Mandar, 1991, hlm. 85. 
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Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga telah mengatur pada Pasal 

2 mengenaiohak negara untuk menguasai dalam rangka pengelolaan sumber daya 

termasuk tanah di IndonesiaoParaopembentukoUUPAotelahomenyadarioterkait 

pemerintahodalamomelaksanakanowewenangotersebutobahwaohukum tanah yang 

dibangunoharusodidasarkan pada nilai-nilaioyangohidupodalamomasyarakat 

Indonesiaosendiri, yaitu hukumoadat yangosecara teoretik, hukum tanah yang 

dibangunoberdasarkano nilai-nilai yang hidupodalam masyarakat.
5
 

Berdasarkan pada legalisasi mengenai hak penguasaan negara terhadap 

tanah tersebut, maka pemerintah melalui Menteri ATR berinisiatif menggalakkan 

program reformasi agraria di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Jember. 

Hal ini selain untuk menangani permasalahan tanah terlantar juga untuk 

meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jember karena tanah terlantar dinilai 

tidak sesuai dengan tujuan Pasal 2 ayat (3) UUPA. Oleh karena itu, dalam 

penulisan ilmiah ini akan membahas tentang “PENANGANAN TANAH 

TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 

11 TAHUN 2010 DI KABUPATEN JEMBER”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan ilmiah ini, maka permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian, yaitu: 

a. Apa kewenangan kantor pertanahan dalam penanganan tanah terlantar di 

Kabupaten Jember ?  

b. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 

dalam penanganan tanah terlantar ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang hendak dicapai oleh 

peneliti dalam suatu penelitian supaya dalam proses pengkajian dapat sesuai 

dengan sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian bermanfaat untuk 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian 

yaitu: 

                                                             
5Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakata: Kompas Media Nusantara, 

2006, hlm. 164. 
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1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan yang telah 

ditentukan demi meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas 

Hukum Universitas Jember. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum 

khususnya pada konsentrasi bidang Hukum Agraria agar dapat 

bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:   

a. Mengetahui dan memahami perihal apa saja kewenangan kantor 

pertanahan dalam penanganan tanah terlantar yang ada di 

Kabupaten Jember; dan 

b. Mengetahui dan memahami perihal kendala hukum yang dihadapi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menangani tanah 

terlantar. 

1.4 Metode Peenelitian  

Metode Penelitian Hukum adalah (pendapat para ahli). Penelitian hukum 

dilakukan untuk (pendapat para ahli). Metode0penelitian0merupakan0faktor yang 

penting untuk0penulisan0yang0bersifat ilmia Suatu karya ilmiah harus 

mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran 

sesungguhnya. Metodologi0merupakan0cara kerja0bagaimana0menemukan0atau 

memperoleh sesuatu0atau menjalankan0suatu kegiatan untuk memperoleh hasil 

yang konkrit dan juga0metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai 

tujuan.
6
 

Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk 

menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh 

                                                             
6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010, hlm. 27. 
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sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk 

menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu 

kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmia Oleh karena 

itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan 

yang bersifat sistematik dalam penulisannya. Metode penelitian hukum yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan 

sistematis sebagai cara untuk menemukan0dan menguji kebenaran. Sehingga pada 

akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

1.4.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitianohukum yaitu suatuoprosesountukomenemukan 

aturanohukum, oprinsip-prinsipohukum, omaupun doktrin-doktrin hukum 

gunaomenjawaboisu hukumoyang dihadapi. Haloiniosesuai dengan 

karakter perspektif ilmu hukum. Pada penulisan skripsi iniotipeopenelitian 

yang digunakan adalah yuridis normatif (Legal Legal Research), yaitu 

penelitian yang difokuskan untuk mengkajiopenerapanokaidah-kaidah atau 

norma-norma dalam hukumopositif.
7
 

1.4.2 Pendekatan Penelitian 

Di0dalam0penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Dengan0pendekatan0tersebut, peneliti0akan mendapatkan0informasi dari 

berbagai0aspek mengenai isu yang0sedang di coba untuk dicari jawabnya. 

Pendekatan- pendekatan yang0digunakan dala peneletian0hukum adalah 

pendekatan undang-undang0 (statute approach), pendekatan0kasus (case 

approach), pendekatan0historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendakatan konseptual 

(conceptual approach).
8
 Pendekatan0yang0akan0dipakai oleh peneliti 

dalam skripsi ini adalah pendekatan0undang-undang atau statute approach 

dan0pendekatan konseptual0atau conceptual approach dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

                                                             
7Jhonny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media 

Publishing, 2008, hlm. 295. 
8
 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 93. 
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1. pendekatan undang-undang (statute approach) 

Pendekatan0masalah dengan cara menelaah berbagai macam 

undang-undang dan regulasi yang0terkait0dengan isu hukum0yang 

akan dibahas.
9
 

2. konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan masalah yang beranjak dari dotrin-doktrin maupun 

pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum.
10

 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ini 

adalah: 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

primer yang terdiri dari perundang-undangan,  catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan 

putusan-putusan hakim.
11

 Adapun bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang0Nomor 5 tahun01960 tentang Undang-

Undang Pokok Agraria; 

3. Peraturan0Pemerintah0Nomor011 Tahun 2010 tentang 

Penertiban0dan0 Pendayagunaan0Tanah Terlantar; dan 

4. Peraturan0Kepala Badan0Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan0Nasional Republik Indonesia 

                                                             
9 Burhan Ahshofa.2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineke Cipta. hlm. 33 
10 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penellitian Hukum. Jakarta. Prenada Media. hlm. 133 
11

 Ibid., hlm. 141. 
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Nomor 4 Tahun 2010 tentang0Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar. 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari 

internet, kamus,  serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-

literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok 

permasalahan yang dibahas.
12

 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan 

langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak 

relevan untuk0menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan 

bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 

dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi 

yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
13

 

 

 

 

  

                                                             
12Ibid., hlm. 115. 
13Ibid., hlm. 171. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kewenangan  

2.1.1 Pengertian Kewenangan  

Menurut0kamus0besar0bahasa Indonesia, kata0wewenang disamakan 

dengan kata0kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah0dan melimpahkan 

tanggung jawab0kepada orang/badan lain.
14

 Menurut H.D Stout wewenang adalah 

pengertian0yang0berasal0dari0hukum0organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan0sebagai0seluruh aturan-aturan0yang berkenaan dengan0perolehan dan 

penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan0oleh subjek hukum publik 

didalam hubungan hukum publik.
15

  

Menurut Bagir Manan0wewenang0dalam bahasa hukum tidak sama 

dengan0kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan0hak untuk berbuat dan 

tidak berbuat. Wewenang sekaligus0berarti0hak dan kewajiban.
16

 Kewenangan 

adalah merupakan hak0menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat 

atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian0kewenangan 

juga0menyangkut0kompetensi0tindakan hukum0yang dapat0dilakukan menurut 

kaedah-kaedah0formal, jadi0kewenangan merupakan kekuasaan formal yang 

dimiliki oleh pejabat atau institusi. 0Kewenangan memiliki0kedudukan yang 

penting0dalam0kajian hukum0tata negara0dan0hukum administrasi negara. 

Begitu0pentingnya0kedudukan0kewenangan0ini, sehingga F.A.M. Stroink dan 

J.G. Steenbeek0menyebut0sebagai konsep0inti dalam hukum tata negara dan 

hukum0administrasi negara.
17

 

 

                                                             
14Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan 

Daerah Di Indonesia, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35. 
15Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 

hlm. 71. 
16Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2009, 

hlm. 26. 
17

Ridwan HR, op.cit, hlm. 99. 
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2.1.2 Sifat Kewenangan  

 Mengenaiosifat kewenanganopemerintahanoyaitu yang bersifatoterikat, 

fakultatif, dan bebas, terutamaodalam kaitannyaodalam kewenangan kewenangan 

pembuatanodanopenerbitan keputusan-keputusano (besluiten) danoketetapan-

ketetapan (beschikkingan) oolehoorganopemerintahan, osehingga dikenal ada 

keputusanoyang bersifatoterikat dan bebas. MenurutoIndroharto pertama, pada 

wewenangoyangobersifatoterikat, yaknioterjadi apabilaoperaturan dasarnya 

menentukanokapanodanodalamokeadaanoyangobagaimana wewenang tersebut 

dapatodigunakanoatauoperaturanodasarnyaosedikitobanyakomenentukan tentang 

isiodanokeputusanoyangoharusodiambil, Kedua, wewenang fakultatif terjadi 

dalam halobadan atau pejabatotata usaha negaraoyangobersangkutan tidak wajib 

menerapkanowewenangnya atauosedikit banyakomasihoada pilihan, sekalipun 

pilihanoituohanyaodapatodilakukanodalm hal-hal atau keadaanotertentu 

sebagaimanaoditentukanodalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bebas, 

yakni terjadi ketika peraturan dasarnyaomemberikanokebebasanokepada badan 

atauopejabatotataousahaonegaraountukomenentukanosendiri mengenaioisi dari 

keputusanoyangoakanodikeluarkannyaoatauoperaturanodasarnyaomemberi ruang 

lingkupokebebasanokepadaopejabatotataousahaonegaraoyangobersangkutan.  

Philipus M Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, 

membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan 

(beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (beoordelingsverijheid) yang 

selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, 

kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi 

terhadap norma-norma tersamar (verge norm).
18

 

2.1.3  Sumber Kewenangan  

Indrohart, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi, delegasi, dan 

mandat
19

. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

                                                             
18Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 

tanpa tahun, hlm. 112. 
19

Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 104. 
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undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang 

baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 

Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi 

selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak 

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari 

Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
20

 

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan 

disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh 

melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi 

lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara olehoundang-undang 

dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang 

berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya 

membuatoperbedaanoantaraodelegasiodanomandat. Dalam hal delegasi mengenai 

prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ 

pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

tanggungojawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi 

tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan 

dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan, 

pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh 

pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan 

peraturanoyang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur 

pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun 

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat 

pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.
21

 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung 

arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan 

                                                             
20Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, hlm. 68. 
21

Ridwan HR, op.cit., hlm. 108-109. 
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tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara 

yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
22

 

2.1.4  Macam-Macam Kewenangan  

1. Atribusi 

Atribusioterjadinyaopemberianowewenangopemerintahanoyang baru oleh 

suatuoketentuanodalamoperaturanoperundang-undangan. Atribusi kewenangan 

dalamoperaturanoperundang-undangan adalah pemberian kewenangan 

membentukoperaturanoperundang-undanganoyangopadaopuncaknyaodiberikan 

olehoUUD NRI 1945 atau UUokepadaosuatuolembagaonegara atau pemerintah. 

Kewenanganotersebutomelekat terus menerus dan dapat dilaksanakano 

atasoprakarsaosendiriosetiapodiperlukan. 

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang 

kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi 

dua, yaitu :Pertama, original legislator, odalam hal ini di tingkat pusat adalah 

MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah 

sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan 

kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat 

daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. 

Dalam pasal 22 ayat (1), UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada 

Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undango 

jika terjadi kepentingan yang memaksa. Kedua, delegated legislator, dalam hal ini 

seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan 

pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan 

atau jabatan tata usaha Negara tertentu. 

2. Delegasi
23

 

Delegasi, terjadilahopelimpahanosuatuowewenangoyangotelahoada oleh 

badanoatauojabatan tataousahaonegaraoyangotelahomemperoleh wewenang 

                                                             
22Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1-2. 
23

 Ridwan HR, op.cit, hlm. 104-106 
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pemerintahanosecaraoatributifokepadaobadanoatauojabatanotata usaha negara 

lainnya. Jadiosuatuodelegasi selaluodidahuluioolehoadanyaosuatuoatribusi 

wewenang.
24

 Misal, dalamoPeraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 

PembentukanodanoOrganisasioKementerianoNegaraoPasal 93 ayat (1) Pejabat 

strukturaloeselon I diangkatodanodiberhentikanooleh Presidenoatas usul 

menterioyangobersangkutan; ayat (2) oPejabatostrukturaloeselon II ke bawah 

diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bersangkutan; ayat (3) Pejabat 

strukturaloeselon IIIokeobawahodapatodiangkatodan diberhentikan oleh 

Pejabatoyang diberiopelimpahanowewenangoolehomenteri yang bersangkutan. 

1. Mandat 

Pengertianomandatodalam asas-asasoHukum Administrasi Negara, 

berbedaodenganopengertianomandataris dalam konstruksi mandataris menurut 

penjelasan UUD NRI 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi 

Negara mandat diartikan sebagai perintah untukomelaksanakanoatasan, 

kewenanganodapatosewaktu-waktu dilaksanakanoolehopemberiomandat, dan 

tidakoterjadioperalihanotanggung jawab. Berdasarkanouraianotersebut, apabila 

wewenangoyangodiperolehoorganopemerintahanosecara atribusioitu bersifat 

aslioyangoberasalodarioperaturan perundang-undangan, yaituodari redaksi Pasal-

Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan 

wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung 

jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 

berada pada penerima wewenang (atributaris).
25

 

2.2 Hak-Hak Atas Tanah   

2.2.1 Pengertian Hak-Hak Atas Tanah   

Hakotanahomerupakanohakopenguasaanoatas tanah yang berisikan 

serangkaianowewenang, kewajibanodan / atau larangan bagiopemegang haknya 

untukoberbuatosesuatuomengenaiotanahoyangomenjadi haknya. Sesuatuoyang 

boleh, wajiboatauodilarangountuk diperbuat, yangomerupakanoisi hak 

                                                             
 

25Ibid., hlm. 109. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

penguasaanoitulahoyangomenjadiokriteriaoatauotolakoukurodi antaraohak-hak 

penguasaanoatasotanahoyangodiaturodalamoHukum Tanah.
26

 

Menurutoketentuan UUPA Pasal 4, hakoatas tanahodidasarkanopada hak 

sebagaimanaoyangodimaksudodalamoPasal 2 ditentukanoadanya macam-macam 

hakoatasopermukaanobumioyangodisebut tanah, yangodapatodiberikan kepada 

danodipunyaioolehoorang-orangobaik sendiriomaupunobersama-sama dengan 

orang lainosertaobadan-badanohukum. Hak-hakoatasotanahoyangodimaksud 

tersebutomemberiowewenangountukomempergunakanotanahoyangobersangkutan 

demikianopulaotubuhobumiodanoairosertaoruangoyangoadaodi atasnya, sekedar 

diperlukan untukokepentinganoyangolangsungoberhubunganodengan penggunaan 

tanahoituodalamobatas-batasomenurutoundang-undang ini dan peraturan-

peraturanohukumolainoyangolebihotinggi. 

 Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua sapek, yaitu aspek yuridis dan 

aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang 

dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang 

hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik.
27

 Dalam UUPA sendiri dimuat 

hak penguasaan atas tanah, yang berisi serangkaian kewenangan, kewajiban yang 

harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pemegang haknya. 

Adapun hierarki hak penguasaan atas tanah, yaitu: 

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah 

Hak bangsa Indonesia atas tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat 

(3) UUPA. Hak ini meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang 

merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan merupakan hak tertinggi dalam 

Hukum Tanah Nasional yang nantinya akan menjadi induk bagi hak-hak 

penguasaan yang lain.
28

  Semua hak penguasaan yang lain atas tanah bersumber 

pada hak bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah. Itu artinya seluruh 

keberadaan penguasaan atas tanah apapun, hak yang bersangkutan tidak 

menghapus keberadaan hak bangsa Indonesia atas tanah.  

                                                             
26 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm24 
27Ibid., hlm. 23. 
28Ibid., hlm. 266. 
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 Hak bangsa Indonesia atas tanah bersifat komunalistik, religious, dan 

abadi.
29

 semua tanah yang berada di dalam wilayah Indonesia merupakan tanah 

bersama rakyat Indonesia. Hak bangsa Indonesia atas tanah dikaruniai oleh Tuhan 

Yang Maha Esa. Hubungan antara bangsa Indonesia dan tanah akan terus 

berlangsung selamanya. Hak bangsa Indonesia atas tanah akan melekat selama 

rakyat Indonesia masih bersatu sebagai bangsa Indonesia dan selama tanah 

tersebut masih ada dalam keadaan yang bagaimanapun. Tidak ada satu kekuasaan 

yang akan dapat memutuskan hak bangsa Indonesia atas tanah yang akan dapat 

memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. 

Hak bangsa Indonesia memiliki 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur 

tugas kewenangan. Unsur kepunyaan berarti pemilik atas hak atas bangsa 

Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh rakyat Indonesia. 

Pemilik hak atas bangsa Indonesia dan meliputi seluruh wilayah Indonesia 

menandakan adanya hubungan hukum di bidang hukum perdata bukan berarti 

bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang tidak 

memungkinkan adanya hak pemilikan individual.
30

 Unsur tugas dan kewenangan 

berarti untuk mengatur dan mengelola bersama tanah bersama tersebut bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat., yang termasuk dalam bidang hukum 

publik yang dilaksanakan oleh negara.  

2. Hak Menguasai Dari Negara  

Hak menguasai dari negara diatur dalam Pasal 2 UUPA. Hak ini 

bersumber dari hak bangsa Indonesia. Kewenangan yang terdapat di hak 

menguasai dari negara merupakan kewenangan yang bersifat publik. Menurut 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, hak menguasai dari negara memberi wewenang 

untuk: 

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;  

                                                             
29Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 

13. 
30Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungan 

Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 43. 
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2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa.  

Subyek dari hak menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan meliputi semua tanah 

yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang belum maupun yang 

sudah dihaki dengan hak perorangan.
31

Tanah yang belum dihaki dengan hak 

perorangan disebut tanah yang dikuasai langsung oleh negara (dalam praktik 

administrasi disebut tanah negara), sedangkan tanah yang sudah sudah dihaki 

dengan hak perorangan disebut tanah hak dengan nama sebutan haknya, misalnya 

tanah hak milik.
32

 

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat 

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: 

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan 

hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat Hukum Adat, 

sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 

lebih tinggi. 

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat 

Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 

Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan 

wilayahnya.
33

 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 

yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai 

oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan 

                                                             
31Boedi Harsono(i), op.cit., hlm. 271. 
32Ibid. 
33

Boedi Harsono(ii), op.cit., hlm. 185. 
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lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam 

(SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan 

kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara 

turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tertentu dengan 

wilayah yang bersangkutan. 

Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat. 

Tanah ulayat menurut Pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 

Tahun 1999 adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari 

masyarakat Hukum Adat tertentu. Hak ulayat dikelola oleh masyarakat Hukum 

Adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan Hukum Adatnya sebagai 

warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun 

atas dasar keturunan. 

Hal ulayat masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 

ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, jika: 

a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan 

Hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 

tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari; 

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para 

warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil 

keperluan hidup sehari-hari; 

c. Terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan, 

dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga 

persekutuan hukum tersebut. 

d. Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai 

eksistensi hak ulayat masyarakat Hukum Adat sepanjang kenyataannya 

masih ada, artinya bila kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu 

tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat 

baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat Hukum Adat 

masing-masing. 
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4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi: 

a. Hak atas tanah 

Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: Atas dasar 

hak menguasai negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut 

tanah, yang dapat di-berikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum: Adapun macam macam hak atas tanah sudah tertera pada Pasal 16 

ayat (1) UUPA yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,  hak 

pakai,  hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak 

lainnya. Hak atas permukaan bumi juga disebut hak atas tanah yang 

bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain, serta badan hukum. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihakinya. Menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah 

untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan 

mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk 

kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan 

pertanian perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kewenangan dalam hak 

atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu menggunakan 

tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 

yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-

undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

b. Tanah wakaf hak milik 

Wakaf tanah hak milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu 

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan 

pemerintah. Peraturan Pemerintah ini adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan 
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pemerintah ini dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai 

Perwakafan Tanah Milik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan 

hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf tanah Hak 

Milik adalah penyerahan Hak Milik atas tanah untuk selama-lamanya 

oleh seseorang atau badan hukum sebagai pemiliknya guna keperluan 

peribadatan, pendidikan, sosial sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

c. Hak Tanggungan 

Hak tanggungan adalah satu-satunya hak jaminan atas tanah 

dalam Hukum Tanah Nasional. Hak tanggungan menurut UUPA 

dapat dibebankan pada hak milik (Pasal 25), hak guna usaha (Pasal 33) 

dan hak guna bangunan (Pasal 39). Menurut Pasal 51 UUPA, hak 

tanggungan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Undang Undang 

yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang 

Berkaitan dengan Tanah, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-

Undang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut Pasal 1 angka 1 UUHT, 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak tanggungan merupakan hak 

penguasaan atas tanah yang memberikan wewenang kepada kreditur 

tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan 

jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitur cidera janji 
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dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dengan hak 

mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. UUHT mengubah 

objek hak tanggungan yang semula dalam UUPA ditetapkan adalah 

hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, kemudian diubah 

menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 

atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar 

dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dan hak milik atas 

satuan rumah susun. 

2.2.3 Macam-Macam Hak-Hak Atas Tanah 

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan ruang angkasa termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Berdasarkan 

Pasal tersebut, maka negara mempunyai wewenang tertinggi terhadap pengelolaan 

tanah dan segala kekayaan alam di Indonesia. 

Karena memiliki kekuasaan terhadap tanah, maka negara memberikan 

macam-macam hak katas tanah kepada masyarakat ataupun korporasi  untuk 

mengelola tanah dan seluruh sumber daya alam yang ada  di atasnya dengan 

batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Macam macam hak atas 

tanah sudah tertulis pada Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

hutan  Berikut ini penjelasan mengenai hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) : 

a. Hak milik  

 Hak milik diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 27 UUPA. 

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah serta mempunyai fungsi sosial. Hak 

milik dapat berlangsung terus menerus, diwariskan dari satu orang ke orang 

lainnya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, tidak mempunyai jangka waktu, 

tidak mudah dihapus, dan mudah dipertahankan. Yang dapat memiliki hak milik 

atas tanah adalah WNI asli. Orang asing ataupun yang berkewarganegaraan ganda 
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dilarang memiliki hak milik. Badan-badan hukum tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah juga bisa memiliki hak milik.  

 Hak milik terjadi karena pewarisan, hukum adat, pembukaan tanah, 

timbulnya lidah tanah, dan penetapan pemerintah.  Hak milik bisa juga hapus 

karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, dilepaskan secara suka rela 

oleh pemiliknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, 

karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah 

(misalnya pindah kewarganegaraan), karena peralihan hak yang mengakibatkan  

tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek 

hak milik atas tanah dan tanahnya musnah (misalnya terjadi bencana alam tanah 

longsor). 

b. Hak Guna Usaha 

 Hak guna usaha diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. 

Berdasarkan Pasal 28 UUPA hak guna usaha (HGU) adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah guna kepentingan usaha 

perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Jangka waktu HGU adalah 35 

tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Hak guna usaha dapat beralih dan 

dialihkan kepada orang lain. 

 Hak guna usaha dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU diberikan 

paling sedikit dengan luas 5 hektar. Jika lebih dari 25 hektar, maka harus memakai 

investor modal, dikelola dengan baik sesuai dengan teknologi dan perkembangan 

zaman. Terjadinya HGU karena adanya penetapan pemerintah. HGU dapat 

terhapus jika jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya 

berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya 

sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, 

diterlantarkan, dan tanahnya musnah. 

c. Hak Guna Bangunan 

 Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 40 

UUPA. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa Hak Guna Bangunan mempunyai 

pengertian adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah 
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yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang telah ditentukan paling 

lama 30 tahun (R. Roestandi Ardiwilaga, SH. dalam Harun Al Rashid, SH, 1987: 

30). Berdasarkan Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bangunan (HGB) dapat 

diperpanjang selama 20 tahun. Pemilik bangunan berbeda dari pemilik hak atas 

tanah bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang Hak Guna 

Bangunan adalah berbeda dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah tempat 

bangunan tersebut didirikan, atau dalam arti yang lebih umum, pemegang hak 

guna bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah tempat bangunan 

tersebut didirikan (Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, 2007: 190).  Sama 

seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan juga dapat dialihkan. Hak Guna 

Bangunan hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang 

berdasarkan hukum Indonesia. Terjadinya Hak Guna Bangunan juga karena 

penetapan pemerintah. Hak Guna Bangunan bisa terhapus jika jangka waktunya 

telah berakhir, dihentikan karena syarat yang tidak terpenuhi, dilepaskan oleh 

pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan dan tanah Hak 

Guna Bangunan musnah. 

d. Hak pakai 

 Hak pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA. 

Berdasarkan Pasal 41 UUPA hak pakai (HP) adalah hak untuk menggunakan 

dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik 

orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Keputusan pemberian hak 

pakai diberikan oleh pejabat berwenang atau pemilik tanah dengan perjanjian 

yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah yang 

tidak bertentangan dengan UUPA. Yang dapat memiliki hak pakai adalah WNI 

maupun WNA dan badang hukum Indonesia maupun badan hukum asing.   

e. Hak sewa 

 Hak sewa diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 UUPA. Hak sewa 

adalah hak untuk menyewa tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 

dengan membayar sewa kepada pemilik tanahnya. Hak sewa diperoleh dengan 

pembayaran uang dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu kepada 
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pemilik tanah. Yang dapat memiliki hak sewa antara lain adalah WNI, WNA, 

dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. 

f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan  

 Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur dalam Pasal 46 

UUPA. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak  yang berasal 

dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak ini hanya dapat 

dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. 

Meskipun dapat memungut hasil hutan secara sah, bukan berarti pemilik hak 

membuka tanan dan memungut hasil hutan memperoleh hak milih atas tanah 

tersebut. 

Selain hak-hak atas tanah yang diatur di atas, dalam UUPA juga diatur 

mengenai hak-hak sementara atas tanah yang diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak 

atas tanah yang bersifat sementara ini merugikan pemilik tanah dan penggarap 

atau penyewa tanah. Oleh karena itu, ada baiknya jika hak atas tanah yang bersifat 

sementara ini dihapuskan dari UUPA. Hak-hak yang bersifat sementara yang 

diatur dalam UUPA antara lain adalah hak gadai dan hak usaha bagi hasil yang 

sumbernya dari hukum adat, hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian.   

2.3 Tanah Terlantar 

2.3.1 Pengertian Tanah Terlantar  

 Konsep hukum tanah terlantar di Indonesia berpijak pada konsep hukum 

tanah adat yang mempunyai sifat komunalistik, yang mengenal hak bersama 

anggota masyarakat adat. Menurut A.P. Parlindungan konsep tanah terlantar 

merujuk pada hukum adat sesuai dengan karakter tanah terlantar (kondisi fisik) 

yang telah berubah dalam waktu tertentu  (berkisar 3,5 sampai 10 tahun), maka 

haknya gugur. Tanah yang haknya telah gugur tersebut kembali pada hak ulayat, 

sehingga istilah ditelantarkan diartikan sebagai keadaan jika tanah yang tak 

dipakai sesuai dengan keadaannya, sifat atau tujuannya.
34

 Berdasarkan pendapat 

tersebut maka tanah terlantar  lebih mengarah pada kondisi fisik tanah yang sudah 

tidak produktif dan tidak bertuan (ditinggalkan oleh pemegang haknya). 

                                                             
34A.P. Parlindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA), 

Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 7.  
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 Penjelasan Pasal 27 UUPA menguraikan bahwa pengertian tanah terlantar 

yaitu tanah yang sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 

tujuan daripada haknya. Hal tersebut dapat disebut konsep hukum tanah terlantar, 

namun berdasarkan kajian atas terbentuknya konsep hukum yang jelas, pengertian 

tersebut di atas belum menggambarkan makna konsep tanah terlantar, karena 

secara nyata tanah tidak dikerjakan sesuai dengan peruntukannya. 

 Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut PP Nomor 

11 Tahun 2010), objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah 

diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 

hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 

diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Guna 

memperoleh kejelasan pengertian dengan menganalisa terhadap persamaan dan 

perbedaan unsur-unsur tanah terlantar menurut hukum adat dan peraturan 

perundang-undangan. Suhariningsih memberikan rumusan konsep tanah terlantar, 

yaitu : Tanah yang dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau 

sifat dan tujuan daripada haknya dalam waktu tertentu dan kepada pemegang hak 

akan kehilangan hak atas tanahnya, karena pencabutan hak atas tanah dan 

selanjutnya tanah dikuasai kembali oleh negara.
35

  

 Pengabaian yang dilakukan pemegang hak mengakibatkan tanah yang 

dimiliki menjadi berkurang nilai manfaatnya, terutama bagi masyarakat 

yangberada di lokasi dimana tanah terlantar berada. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 

(5)PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

Terlantar, menyatakan bahwa : “Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan 

oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah 

memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. 

                                                             
35Suhariningsih, Tanah Terlantar : Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, 

Penerbit Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2009, hlm. 252. 
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Sebidang tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar bila memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut :  

a. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); 

b. Adanya tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya 

(obyek); 

c. Adanya jangka waktu tertentu (Tiga tahun sejak diterbitkan 

sertifikat atau dasar kepemilikan); 

d. Adanya perbuatan yang dengan sengaja tidak memanfaatkan tanah 

yang dimiliki sesuai tujuan atau peruntukannya; 

e. Adanya akibat yang ditimbulkan. 

Dari kriteria tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna tanah 

terlantar ialah “sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana 

peruntukannya oleh pemegang hak secara sengaja, yang mana dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu dan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang berada 

dilokasi tanah terlantar berada.” 

 Definisi atau tanah yang masuk dalam kategori tanah terindikasi terlantar 

berdasarkan laporan yang di terima . Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 

2010, disebutkan bahwa “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang 

sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang 

tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”. 

2.3.2 Kriteria Tanah Terlantar 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, 

ditentukan bahwa Hak Guna Bangunan adalah hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan 

keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kepada Warga 

Negara Indonesia atas badan hukum Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan 

yang tidak lagi memenuhi syarat sejak yang bersangkutan sudah bukan Warga 
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Negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia dan dalam jangka waktu 

satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat. Demikian, apabila dalam jangka waktu 

dimaksud haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena 

hukum. 

Selanjutnya apa yang diatur pada pasal tersebut merupakan syarat 

pemberian hak kepada pemohon dalam hal ini pemohon hak guna bangunan dapat 

merupakan orang atau badan hukum, disertakan jangka waktu yang telah 

ditentukan, namun apabila peruntukan hak atas tanah tersebut tidak sesuai tujuan 

ataupun fungsi peruntukannya, maka hak atas tanah tersebut dapat beralih secara 

yuridis penguasaannya kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 bahwa 

pemegang Hak Guna Bangunan mempunyai kewajiban, yaitu : 

a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya 

ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya; 

b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian 

pemberiannya; 

c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya 

serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna 

Bangunan kepada Negara, sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus; 

e. Menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus 

kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

Nasional di Bidang Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960 diharapkan bisa 

membenahi sengketa agraria yang tak pernah berakhir. Namun sengketa agraria 

juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (PEMDA). Di dalam undang-undang ini, tanah ternyata tidak berada di 

tangan otoritas pemerintah pusat. Ini pula fakta yang kian menyulitkan 

penanganan masalah pertanahan di Indonesia. 
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Dalam setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah kasus 

menunjukkan, rakyat bisaanya tidak memiliki dokumen legal seperti sertifikat. 

Rakyat mengklaim tanah hanya berdasarkan kepada fakta historis belaka. Jika 

dengan dokumen legal seperti sertipikat pun, terkadang belum bisa membuktikan 

kepemilikan secara sah terhadap tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan 

aspek historis semata, tentu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang 

diterlantarkan, perlu kiranya dipertegas mengenai kriteria tanah terlantar, sehingga 

jelas tanah-tanah mana yang termasuk tanah terlantar yang pada akhirnya akan 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemiliknya. Kriteria tanah terlantar 

ini dapat ditemukan dengan cara mensitematisasi unsur-unsur yang ada dalam 

tanah terlantar, kemudian menyusunnya dalam struktur hukum tanah nasional. 

Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan 

Tanah Terlantar: 

1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); 

2. Adanya tanah hak yang diusahakan/atau tidak (obyek); 

3. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi hutan kembali atau 

kesuburannya tidak terjaga; 

4. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif; 

5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah; dan 

6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada negara 

Dengan diketahuinya unsur-unsur yang esensial terjadinya tanah terlantar 

maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah 

adalah terlantar adalah dengan cara kembali menjelaskan dengan melakukan 

penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan 

pemberian hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 

maka kriteria tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan adalah: 

1. Apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaannya atau sifatnya; 
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2. Apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan 

pemberian haknya; 

3. Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik; 

4. Khusus untuk tanah Hak Pengelolaan, apabila kewenangan hak 

menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh 

pemegang hak pengelolaan sesuai tujua pemberian pelimpahan 

kewenangan tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA memuat ketentuan yang 

menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah. Mengacu pada 

ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat 

menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut menururt 

Irawan Soerodjo, tidak berfungsinya pendaftaran tanah sebagaimana mestinya 

bukan semata-mata disebabkan karena adanya kekurangan peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang pendaftaran tanah, namun disebabkan karena ada kendala 

lainnya, yaitu di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta banyaknya 

bidang tanah yang tersebar diwilayah Indonesia, juga disebabkan karena adanya, 

dis-sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan tertulis di bidang pertanahan, 

baik secara vertikal maupun horisontal sebagaimana yang akan diuraikan berikut 

ini. Hal tersebut merupakan faktor penyebab yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi subyek hukum atas kepemilikan tanah di samping 

ketidakpastian prosedur hukum.
36

 

Menurut Subekti, dalam hukum berlaku satu asas, yaitu bahwa kejujuran 

itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan.
37

 

Hukum juga memberi perlindungan absolut dan relatif, karena kepemilikan pada 

pihak-pihak yang menduduki tanah tersebut saat ini adalah kepemilikan 

kebendaan maupun kepemilikan perorangan. Lebih lanjut pendapat Maria SW. 

Sumardjono menyatakan bahwa :
38

 

                                                             
36 Irawan Soerojo, Hukum Pendaftaran Tanah, Arloka, Yogjakarta, 2013, Hal. 176 
37 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Kabupaten : Intermasa, cet. 32, 2015,  Hal. 64 
38 Maria SW Sumardjono, Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan 

Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, (makalah disampaikan dalam Seminar 

Kebijaksanaan Di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan 

Perbankan, 6 Agustus 2007), hlm. 1.
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Saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, 

ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, 

sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar.
39

. berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengganti peraturan lama 

mengenai tanah terlantar. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tidak merinci 

secara jelas kriteria tanah terlantar namun hanya mengatur mengenai objek 

penertiban tanah terlantar dan objek yang tidak termasuk tanah 

terlantar. Sebagaimana di jelaskan bahwa : 

Pasal 2 

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah 

diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas 

tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan 

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 

penguasaannya Pasal 3. Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 

a) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan 

yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan 

atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan 

b) tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak 

langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Usaha 

Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. 

Apabila memperhatikan pengaturan tanah terlantar dalan PP No. 11 Tahun 

2010, sangat jelas objek hak atas tanah yang mana saja dapat diklaim oleh negara 

dalam hal ini pemerintah Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan evaluasi 

dan pengkajian, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

berpedoman bahwa identifikasi tanah terlantar dilakukan oleh pihak Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberitahukan penetapan 

                                                             
39 Konsideran PP Nomor 11 Tahun 2010. 
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penertiban dan pendayagunaan tanah kepada Pemegang Hak Atas Tanah, pihak 

yang memperoleh dasar penguasaan tanah, Bupati/Walikota, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.  

Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar apabila merupakan 

keseluruhan hamparan tanah, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan 

hubungan hukumnya, dan ditegaskan area lahan tersebut menjadi tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara. 

2.4 Kebijakan  

2.4.1 Kebijakan 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan citacita, tujuan, prinsip, 

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran; garis haluan.
40

 Menurut Dunn secara etimologis, istilah kebijakan 

(policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa 

Yunani kebijakan disebut dengan polis yang berarti “ negara-kota” dan dalam 

bahasa Sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa 

Latin disebut dengan politia yang berarti “negara”.
41

  

Sementara itu definisi kebijakan menurut Jones yaitu kebijakan adalah 

perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam 

dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi 

makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus 

dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.
42

 Sedangkan 

menurut Abidin, kebijakan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) Kebijakan 

umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik 

yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan 

                                                             
40 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, 

Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 149. 
41 William N. Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Gadjah. Mada Press, 

Yogyakarta, 2000, hlm. 51-52. 
42

 Abidin, Kebijakan Publik. Penerbit Pancur Siwah. Jakarta, 2004, hlm. 25. 
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wilayah atau instansi yang bersangkutan; (2) Kebijakan pelaksanaan adalah 

kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan 

pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; dan (3) Kebijakan teknis, 

yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.
43

 

Berdasarkan penjelasan definisi kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis 

yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Kebijakan umumnya dianggap sebagai 

pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus 

kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan 

mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan 

menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk 

yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan 

dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan 

kelayakan.
44

 

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 

buku Solichin Abdul Wahab, agaknya lebih luas dan cukup rinci ketimbang 

pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada 

kebijakan sebagai berikut: “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman 

itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau 

sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, 

publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu 

deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, 

suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. 

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, maka penulis memahami arti 

dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian 

dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program 

terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Peran 

                                                             
43 Ibid,. hlm. 31-32. 
44 George A. Steiner dan John B. Miner, Management Policy and Strategy, Alih Bahasa 

Ticoalu dan Agus Dharma, Kebijakan dan Strategi Manajemen, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 

1997, hlm. 22 
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kebijakan sangat penting dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi 

dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan. 

2.4.2 Implementasi Kebijakan   

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bisaanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi berasal 

dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. 

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh 

lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
45

 Guntur Setiawan 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
46

  

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para 

ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang 

terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 

karena itu impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya yaitu kebijakan.   

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-

                                                             
45 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, 

hlm. 70. 
46 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 

2004, hlm. 39. 
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tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam 

membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan 

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal 

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan masyarakat. 

Menurut Aderson dan Winarno implikasi dari konsep kebijakan dibagi 

menjadi 5 (lima), yakni:
47

 

1. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. 

Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari 

masyarakat. Sifat yang tarakhir inilah yang membedakan kebijakan publik 

dengan kebijakan lainya; 

2. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. 

Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah 

yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, 

mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat 

pemerintah, tatapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk 

melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan 

keterlibatan pemerintah; 

3. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau 

tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara 

luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja 

melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik; 

4. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan 

tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk 

menetapkan undang-undang mengenai suau hal tetapi juga keputusan –

keputusan besrta pelaksananya; 

                                                             
47 Budi Winarno, Kebijakan Publik :Teori dan Proses, Med. Press, Yogyakarta, 2007, 

hlm. 20-21. 
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5. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan 

perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah. 

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan 

organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan 

tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan 

hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. 

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif.
48

 Kebijakan 

pada umumnya bersifat problem solving dan diharapkan bersifat umum tetapi 

tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain 

kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi yang 

mendukung. 

  

                                                             
48

 Ibid,.hlm. 22. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Bentuk kewenangan Kantor Pertanahan dalam menangani masalah tanah 

terlantar di Kabupaten Jember yaitu:  

1. inventarisasi, 

2. identifikasi, dan 

3. penetapan tanah terlantar.  

Dalam melaksanakan kewenangan dalam penanganan tanah terlantar 

Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C. Jika hasil dari proses 

identifikasi dan penelitian Panitia C menunjukkan adanya terindikasi tanah 

terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan dan 

memperingatkan kepada pemegang hak untuk mengusahakan dan 

memanfaatkan tanah yang dikuasainya dalam 3 (tiga) kali surat peringatan 

yang antar terbit surat peringatan I, II, dan III berjeda waktu masing-

masing 1 (satu) bulan lamanya. Apabila pemegang hak tetap tidak 

menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya 

atau tidak mematuhi peringatan, maka Kepala Kantor Wilayah BPN 

mengusulkan kepada Kepala BPN RI untuk ditetapkan sebagai tanah 

terlantar. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait 

penanganan kasus tanah terlantar adalah ketegasan kantor pertanahan 

Kabupaten Jember dalam menjalankan kewenangan penyelidikan tanah 

terindikasi terlantar. Sementara ini Kantor Pertanahan hanya bisa 

melakukan tindakan tegas menjalankan kewenangannya untuk menetapkan 

indikator tanah terlantar terhadap perseorangan dan badan hukum non 

pemerintah. Sedangkan untuk badan hukum pemerintah, Kantor 

Pertanahan mempunyai kewenangan menetapkan indikator tanah terlantar 

namun tidak adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jember dengan Pemda maupun BUMN dan ketegasan dalam 
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mengindikasikan tanah terlantar yang hak atas tanahnya dimiliki oleh 

Pemda dan BUMN, dikarenakan menurut Pemda dan BUMN Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jember terlalu mencampuri urusan Pemerintahan.  

4.2 Saran 

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

tersebut, maka saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah kabupaten jember lebih bersinergi dengan kantor 

pertanahan untuk mengatasi permasalahan tanah terlantar agar penataan 

ruang di Kabupaten Jember bisa terkendali dan tertib. 

2. Hendaknya kantor pertanahan Kabupaten Jember dapat lebih tegas dan 

berani dalam mengidikasikan tanah terlantar yang hak atas tanahnya 

dimiliki oleh pemda dan/ atau BUMN 

3. Hendaknya para calon pemegang hak atas tanah lebih bersinergi dengan 

Kantor pertanahan tentang masterplan yang akan dilaksanakan diatas tanah 

tersebut agar dalam pemanfaatan tanah yang telah diberi kan haknya 

tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

4. Hendaknya kantor pertanahan  memberikan edukasi terhadap masyarakat 

terkait pemberian hak atas suatu lahan tanah di wilayah desa maupun kota 

untuk mempermudah program reforma agrarian dan mencegah terjadinya 

penyelewangan penggunaan ha katas tanah. 

5. Hendaknya para pemegang hak atas tanah sadar untuk memanfaatkan 

tanah yang sudah diberikan hak sesuai dengan fungsi tanah tersebut.  
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